
Mengingat 

bahwa dalam rangka mewujudkan obyektivitas, 
kualitas, transparansi dan akuntabilitas 
pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan 
dalam Jabatan perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Taliun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
201 O ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5135); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
201 7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6264); 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 38 Tahun 2017 ten tang Standar 
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Subang .. Nomor 1 Tahun 2021 ten tang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Subang {Lembaran Daerah 
Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1); 

9. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 
2019 ten tang Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Badan Kabupaten Subang {Berita 
Daerah Kabupaten Su bang Tahun 2019 Nomor 
61), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 



Dalam Perauturan Bupati ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten 
Su bang. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah 
Pemerintah Kabupaten Subang. 

3. Bupati adalah Bupati Subang. 

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia, selanjutnya 
disingkat menjadi BKPSDM adalah Badan 
kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kabupaten Subang; 

5. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah 
Pengelolaan ASN untuk menghasilkan 
Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai 
dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi 
dan nepotisme. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai 
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah; 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR 
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN SUBANG 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan 
Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten 
Subang Tahun 2021 Nomor 2); 

10. Peraturan Bupati Subang Nomor 77 Tahun 
2019 tentang Togas Pokok, Fungsi dan Tata 
Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang 
(Berita Daerah Kabupaten Su bang Tahun 2019 
Nomor 77). 



Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan 
adalah sebagai berikut: 

a. d~sar pedoman kompetensi yang 
dipersyaratkan dalam suatu jabatan; 

b. dasar pertimbangan dalam pengajuan usul 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

8. Kompetensi adalah karakteristik dan 
kemampuan kerja yang mencakup aspek 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
sesuai tugas dan/ atau fungsi jabatan. 

9. Kompetensi Manajerial adalah 
pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, 
dikembangkan untuk pemimpin dan/ atau 
rnengelola unit organisasi. 

10. Kompetensi Sosial Kultural adalah 
pengetahuan, ketrampilan, dan 
sikap / perilaku yang dapat diamati, diukur, 
dan dikembangkan terkait dengan 
pengalaman berin teraksi dengan 
masyarakat majemuk dalam hal agama, 
suku dan budaya, perilaku, wawasan 
kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, 
dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap 
pemegang jabatan untuk memperoleh hasil 
kerja sesuai dengan peran, fungsi dan 
jabatan. 

11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap / perilaku yang 
dapat diamati, diukur dan dikembangkan 
yang spesifik berkaitan dengan bidang 
teknis jabatan. 

12. Kualifikasi jabatan adalah syarat minimal 
yang dibutuhkan untuk menduduki suatu 
jabatan meliputi kepangkatan, pendidikan, 
pengalaman kerja dan kediklatan. 

13. Jabatan adalah kedudukan yang 
menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, 
wewenang, dan hak seorang pegawai ASN 
dalam suatu satuan organisasi. 



(3) Untuk memperjelas kompetensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 
dituliskan pula indikator perilaku yang dapat 
menggambarkan perilaku yang dibutuhkan 
pada masing-masing jabatan dimaksud. 

(1) Kompetensi jabatan terdiri dari Kompetensi 
Mariajerial, Sosial Kultural, dan Teknis yang 
harus dikuasai oleh setiap pemangku 
Jabatan; 

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dituliskan dengan Kode Kompetensi, 
Kode Level Kompetensi, dan Deskripsi Level 
Kompetensinya sesuai kamus kompetensi 
manajerial. 

BAB III 

KOMPETENSI 

Pasal 4 

b. mengidentifikasi kompetensi jabatan yang 
dipersyaratkan; 

c. mewujudkan kesesuaian antara tugas 
Jabatan dengan kompetensi pejabat atau 
calon pengemban jabatan sehingga tercipta 
pejabat yang profesional; dan 

d. mewujudkan tertib pengembangan dan 
pembinaan karier PNS 

obyektivitas, kualitas, 
dan akuntabilitas 
pemindahan, dan 

a. mewujudkan 
transparansi, 
pengangkatan, 
pemberhentian PNS; 

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan 
adalah sebagai berikut: 

Pasal3 

dan/ atau penetapan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam 
dan dari Jabatan; 

c. standar penilaian dari aktivitas penilaian 
kompetensi baik untuk tujuan pengisian 
jabatan yang lowong maupun untuk 
pemetaan kompetensi; 

d. dasar penyusunan program peningkatan 
kompetensi Jabatan dan dasar penyusunan 
program pengembangan dan/atau 
pembinaan karier PNS. 



RUHIMAT 
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BUPATI SUBANG, 

Ditetapkan di Subang 
pada tanggal 14 Juli 2021 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 
tanggal diteta. pkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Subang. 

Pasal 16 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Pemanfaatan hasil penilaian kompetensi 
dapat ditujukan untuk: 
a. seleksi pengisian jabatan; 
b. pemetaan kompetensi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme 
pemanfaatan hasil penilaian kompetensi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
BKPSDM. 

Pasal 15 

(1) Standar Kompetensi Jabatan digunakan 
sebagai standar acuan penilaian kompetensi 
untuk pengisian jabatan lowong maupun 
pemetaan kompetensi. 

(2) Apabila dalam pemetaan kompetensi 
diperlukan penambahan kompetensi diluar 
yang telah ditetapkan, dapat ditambahkan 
kompetensi manajerial lain yang dinilai 
sangat diperlukan. 

Pasal 14 

BAB IV 
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN STANDAR 

KOMPETENSI 
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, 

Diundangkan di Subang 
pada tanggal 14 Juli 2021 

• 



1. SEKRETARIAT DAERAH . 
2. SEKRETARIAT DPRD 
3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
4. BADAN PENDAPATAN DAERAH 
5. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUS IA 
6. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
8. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
9. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUBANG 
10. INSPEKTORAT DAERAH 
11. SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA 
12. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 
13. DINAS KESEHATAN 
14. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
15. DINAS PERHUBUNGAN 
16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU 
17. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
18. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
19. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
20. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 
21. DINAS PETERNAKAN 
22. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
23. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
24. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
25. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 
26. DINAS SOSIAL 
27. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

28. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 
29. DINAS PERTANIAN 
30. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 
31. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG 

TENTANG. STANDAR KOMPETENSI JABATAN 
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG 

NOMOR 

TANGGAL : 
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RUHIMAT 

32. KECAMATAN 


